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ABSTRACT

The implementation of the certification of Customary land through the Complete
Systematic Land Registration (PTSL) program presents challenges to the protection of
communal rights of indigenous peoples, especially among the Minangkabau who follow
a matrilineal kinship system. This study aims to analyze the mechanism of registering
ulayat land within the PTSL program to prevent the transfer of rights from communal
ownership to individual ownership, as well as to examine the implementation of related
regulations, namely the Minister of Agrarian and Spatial Planning/Head of the National
Land Agency (ATR/KaBPN) Regulation Number 14 of 2024 on the Administration of
Land and Registration of Ulayat Land Rights of Indigenous Peoples, the Minister of
ATR/KaBPN Regulation Number 6 of 2018 on Complete Systematic Land Registration,
and the West Sumatra Provincial Regulation Number 7 of 2023 on Customary Land.

This study uses a qualitative method with a normative-empirical approach. Data
were obtained through document studies, observations, and interviews with officials
from the Land Office and elements of indigenous communities in Padang Pariaman
Regency. The results show that the implementation of PTSL for customary land still
faces legal and social obstacles, particularly in determining the subjects of rights and
the legal status of ulayat land. Issuing certificates in the name of individuals potentially
undermines the principle of communal ownership. Therefore, the registration
mechanism that can be carried out is the recording of customary land in accordance
with the provisions of the Minister of ATR/KaBPN Regulation Number 14 of 2024
without issuing individual certificates, involving the active roles of Mamak Kepala
Waris (MKW) and Nagari Customary Council (KAN) in the verification and approval
processes. This approach is expected to preserve the continuity of ulayat rights in
accordance with customary law while aligning with the national land administration

system.
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pengakuan hukum adat di Indonesia tertuang jelas dalam Pasal 18 ayat (2)
Amandemen Kedua UUD 1945, dinyatakan bahwa:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta

hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan

masyarakat dan prinsip Negara Republik Indonesia dan peraturan perundang-

undangan”.

Selain itu, keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat juga diakui dalam
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria (UUPA) yang dinyatakan bahwa:

“Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan
hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang
menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai
dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan
bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-
peraturan lain yang lebih tinggi”.

Menurut Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah
Ulayat, menegaskan bahwa tanah ulayat adalah aset berharga bagi masyarakat adat
Minangkabau. Tanah ini bukan hanya sumber kehidupan, tetapi juga identitas budaya
yang mencakup aspek sosial, hukum, ekonomi, dan spiritual. Tanah ulayat
merupakan warisan turun-temurun dari nenek moyang, tanah ulayat beserta segala
isinya diatur oleh hukum adat yang kuat dan relevan dengan kehidupan masyarakat.
Hak ulayat merupakan hak yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum (desa dan
suku), dimana para warga masyarakat (persekutuan hukum) tersebut mempunyai hak
untuk menguasai tanah, yang pelaksanaannya diatur oleh ketua persekutuan (kepala
suku/kepala desa yang bersangkutan). Tanah ulayat Minangkabau memiliki fungsi
sosial yang kuat dan dikelola berdasarkan nilai-nilai kekeluargaan yang telah
diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat adat. Tanah ulayat ini berfungsi
sebagai sumber ekonomi dan penjamin kesejahteraan generasi mendatang.
Berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah

Ulayat, sebagaimana diatur dalam Pasal 6, terdapat beberapa jenis tanah ulayat,

yaitu:



1. Tanah Ulayat Nagari, merupakan bidang tanah yang dikuasai langsung oleh
Nagari dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat
nagari.

2. Tanah Ulayat Suku, merupakan bidang tanah yang dimiliki oleh suatu suku
secara komunal/bersama dan diwariskan menurut garis matrilineal di bawah
pimpinan seorang Penghulu Suku.

3. Tanah Ulayat Kaum (harta pusaka tinggi), merupakan bidang tanah yang dimiliki
oleh suatu kaum secara komunal/bersama dan diwariskan menurut garis
matrilineal di bawah pimpinan seorang Mamak Kepala Waris.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah, Pasal 1 butir (1) yang mengatur mengenai Pendaftaran Tanah (selanjutnya
disingkat PP No. 24 Tahun 1997) yang berbunyi:

“Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah
secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan,
pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data
yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-
satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-
bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta
hak-hak tertentu yang membebaninya”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (UUPA), sistem pendaftaran tanah di Indonesia memberikan
kepastian hukum atas kepemilikan tanah secara individual. Akan tetapi, hal ini
berbeda dengan konsep kepemilikan tanah ulayat di Minangkabau yang bersifat
komunal. Tanah ulayat dimiliki bersama oleh seluruh anggota kelompok adat, yang
terdiri dari jurai atau paruik dalam kaum. Hak milik atas tanah ulayat kaum tidak
bersifat individual, melainkan bersifat komunal dimana penguasaan dan
pemanfaatannya diwariskan menurut garis perempuan (matrilineal) dengan Mamak
Kepala Waris (MKW) sebagai bagian dari sistem kekerabatan adat Minangkabau,
memiliki peran penting dalam pengaturan pemerintahan adat dan tata kelola tanah
ulayat.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 13 ayat (1) mengatur
bahwa pendaftaran tanah pertama kali dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu
sistematis dan sporadik. Pendaftaran tanah sistematis dilakukan secara serentak

terhadap seluruh objek tanah dalam suatu wilayah desa atau kelurahan, sesuai dengan

rencana kerja yang telah ditetapkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
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Badan Pertanahan Nasional (ATR/KaBPN). Salah satu regulasi yang mengatur
pendaftaran tanah secara sistematis adalah Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kespala Badan Pertanahan Nasional (ATR/KaBPN) Nomor 3 Tahun 1995
tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Secara Sistematis. Implementasi
metode ini dapat dilihat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
(PTSL), yang bertujuan untuk mempercepat proses pendaftaran tanah secara
menyeluruh (Darmotannyono, dkk., 2023). Sementara itu, berdasarkan Pasal 1 butir
(11) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, pendaftaran tanah secara
sporadik didefinisikan sebagai pendaftaran pertama kali yang dilakukan terhadap
satu atau lebih objek tanah dalam suatu wilayah desa atau kelurahan, baik secara
perorangan maupun komunal (Perkasa & Lukman, 2022).

Tujuan pendaftaran tanah diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Pokok
Agraria (UUPA), yang menetapkan bahwa pendaftaran tanah merupakan kewajiban
pemerintah untuk menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan, dikenal sebagai
rechtskadaster atau legal cadaster (I Gusti Ayu dan Anak Agung, 2022). Pasal 3
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dinyatakan
bahwa pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan
hukum bagi pemegang hak atas tanah, satuan rumah susun, atau hak lainnya,
sehingga status kepemilikannya dapat dibuktikan dengan mudah. Selain itu,
pendaftaran tanah menyediakan informasi bagi pihak terkait, termasuk pemerintah,
guna mendukung akses data pertanahan dan perumusan kebijakan. Fungsi lainnya
adalah menciptakan tertib administrasi pertanahan, termasuk pencatatan peralihan
dan penghapusan hak atas tanah. Dengan demikian, tujuan utama pendaftaran tanah
sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA adalah untuk memastikan
kepastian hukum atas hak-hak tanah, sehingga kepemilikan tanah memiliki dasar
hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/KaBPN) Nomor 6 Tahun 2018
tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), disebutkan bahwa:

“Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap adalah kegiatan Pendaftaran Tanah
untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran
Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan
atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data
fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah
untuk keperluan pendaftarannya”.



Selanjutnya Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/KaBPN) tersebut dilaksanakan
untuk seluruh objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997,
objek pendaftaran tanah mencakup berbagai jenis hak atas tanah. Objek tersebut
meliputi bidang tanah yang dimiliki dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna
bangunan, dan hak pakai. Selain itu, tanah dengan status hak pengelolaan, tanah
wakaf, serta hak milik atas satuan rumah susun juga termasuk dalam cakupan
pendaftaran. Hak tanggungan yang melekat pada tanah serta tanah negara yang
belum memiliki hak tertentu turut menjadi bagian dari objek pendaftaran. Ketentuan
ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mewujudkan tertib
administrasi pertanahan.

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menghadapi tantangan
yang signifikan dalam mendaftarkan tanah ulayat, terutama tanah ulayat masyarakat
Minangkabau. Dalam hukum adat Minangkabau, tanah ulayat merupakan pusaka
tinggi yang tidak dapat dipecah atau dipindahkan kepemilikannya, sehingga akan
timbul permasalahan apabila tanah ulayat adat Minangkabau didaftarkan. Namun
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,
secara tegas dinyatakan bahwa tanah ulayat bukan merupakan objek pendaftaran
tanah yang outputnya berupa sertipikat. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dalam peraturan
ini, objek pendaftaran tanah mencakup beberapa kategori, yaitu: (a) bidang-bidang
tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak
pakai; (b) tanah hak pengelolaan; (c) tanah wakaf; (d) hak milik atas satuan rumah
susun; (e) hak tanggungan; serta (f) tanah negara. Dalam ketentuan tersebut
dijelaskan bahwa pendaftaran tanah negara dilakukan melalui pencatatan dalam
daftar tanah tanpa penerbitan sertipikat. Pencatatan ini, yang juga dicantumkan
dalam peta pendaftaran dengan simbol-simbol khusus, bertujuan untuk keperluan
administrasi pertanahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional (ATR/KaBPN) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan
Administrasi Pertanahan Dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum
Adat, tanah ulayat merupakan tanah yang dimiliki secara bersama oleh suatu

masyarakat hukum adat. Pengakuan terhadap hak atas tanah ini tetap berlaku selama
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masyarakat adat tersebut masih ada dan tanah tersebut digunakan sesuai dengan
ketentuan hukum adat yang berlaku. Tanah ulayat adalah suatu lahan yang dikuasai
oleh ninik mamak para kepala suku (datuk). Secara hukum adat tanah ulayat ini
diserahkan pengelolaan dan pemanfaatannya kepada masing-masing suku yang ada.
Kebiasaan ini secara turun temurun telah berlangsung sejak lama, sehingga status
tanah ulayat secara adat sangat kuat. Sebagian besar hasil tanah ulayat dimanfaatkan
untuk menunjang kehidupan anak kemenakan. Selain itu, tanah ulayat juga
mengandung sumber daya alam bernilai ekonomis, seperti berbagai jenis kayu dan
keanekaragaman hayati yang tinggi, sechingga masyarakat sangat menjaga
kelestariannya (Wenno, Pietersz, & Matuanakotta, 2023).

Tanah ulayat Minangkabau dalam konsep kepemilikan termasuk dalam kategori
kepemilikan dalam arti sempit, yaitu sebagai harta pusaka tinggi yang memiliki
kekuatan hukum baik secara internal maupun eksternal (Citrawan, 2020). Tanah ini
dapat dimanfaatkan oleh anggota masyarakat adat maupun pihak luar melalui
mekanisme adat diisi limbago dituang, yaitu pemberian berupa uang dari pihak
ketiga yang mengelola dan menguasai tanah ulayat berdasarkan kesepakatan
masyarakat. Prinsip utama kepemilikan tanah ulayat Minangkabau adalah jua ndak
makan bali, gadai ndak makan sando (tanah ulayat tidak boleh dijual atau
digadaikan). Namun, dalam kondisi tertentu yang mendesak, tanah ini dapat
dialihkan atau dipindahtangankan sementara, seperti dalam situasi mait terbujur di
tengah rumah (kematian anggota keluarga), rumah gadang ketirisan (rumah adat
yang mengalami kerusakan), gadih gadang indak balaki (gadis dewasa yang belum
menikah), atau mambangkik batang tarandam (menegakkan gelar pusaka atau
mengangkat penghulu). Pemindahan atau pengalihan tanah ulayat hanya dapat
dilakukan dengan persetujuan seluruh anggota kaum yang bersangkutan (Citrawan,
2020).

Keberadaan tanah ulayat bagi masyarakat hukum adat merupakan bentuk nyata
dari pelaksanaan hak ulayat. Jauh sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), masyarakat hukum
adat sudah memahami dan menerapkan hak ulayat dalam kehidupan mereka. Hak
ulayat ini dikenal di berbagai komunitas adat di Indonesia dengan beragam sebutan,
seperti “patuanan” di Ambon, “panyamperto” di Kalimantan, “wewengkon” di

Jawa, “prabu mian” di Bali, “pawatasan” di Kalimantan, “totabuan” di Bolaang



Mongondow, “limpo” di Sulawesi Selatan, “nuru” di Buru, dan “ulayat” di
Minangkabau (Sofyan Pulungan, 2023).

Masyarakat adat di Sumatera Barat memiliki andil dalam pelaksanaan
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), sebagian masyarakat hukum adat
sangat antusias dengan adanya program PTSL ini, akan tetapi beberapa pimpinan
adat tidak sepakat dengan sifat individual dalam program ini, hal ini dikarenakan
kepemilikan tanah ini diberikan kepada perseorangan. Masyarakat Hukum Adat
(MHA) memiliki kekhawatiran terhadap program PTSL ini karna dapat mengurangi
eksistensi masyarakat hukum adat dan/atau pemuka adat serta dianggap akan
menyulitkan pimpinan adat dalam mengelola pertanahan. Selain itu, pemangku adat
Nagari, Kaum, dan Suku merasa kehilangan kewenangan serta penghasilan
kelembagaan adat, karena tanah yang sebelumnya dikelola adat berpotensi menjadi
milik pribadi. Di sisi lain, jika tanah disertipikatkan atas nama Mamak Kepala Waris
(MKW), anggota Masyarakat Hukum Adat (MHA) merasa keberatan karena tidak
semua mamak dapat dipercaya dalam mengelola tanah ulayat dengan amanah.

Eksistensi Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Sumatera Barat menunjukkan
dualitas pandangan terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
(PTSL). Hal ini dikarenakan sebagian masyarakat hukum adat sangat antusias
dengan adanya program PTSL, akan tetapi beberapa pimpinan adat tidak sepakat
dengan adanya PTSL yang bersifat individual dimana hak milik dimiliki oleh
perorangan. Banyak pemimpin adat khawatir bahwa pendaftaran individual akan
mengikis kekuasaan tradisional mereka dan merugikan pengelolaan tanah adat.
Misalnya, tanah yang disertipikatkan atas nama individu dapat menghilangkan aspek
komunal yang selama ini menjadi inti dari pengelolaan tanah dalam masyarakat adat.

Selain kendala perbedaan persepsi antara pemangku adat dengan Masyarakat
Hukum Adat (MHA) sebagaimana tersebut di atas, kendala lain yang dihadapi dalam
pelaksanaan PTSL pada kawasan Masyarakat Hukum Adat (MHA) menurut (Haris
Farid dan Utami, 2019), meliputi:

1. Ketiadaan bukti kepemilikan tertulis: Sebagian besar tanah dianggap tanah adat
dan pengelolaannya diatur oleh norma-norma MHA, sehingga sulit untuk

mendapatkan dokumen formal.



2. Kesulitan dalam mendapatkan pengakuan hak: Proses persetujuan memerlukan
banyak pihak, termasuk ahli waris dan pemuka adat, yang dapat memperpanjang
waktu pendaftaran.

3. Gugatan dari pihak-pihak yang tidak setuju: Terdapat penolakan dari anggota
masyarakat lain yang berusaha mencegah sertipikasi.

4. Kekhawatiran terhadap hak individu dan komunal: Anggota masyarakat
khawatir jika tanah disertipikatkan secara individu, pengelolaan hak ulayat
menjadi tidak terjamin.

Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan PTSL, perlu diusulkan model
pendaftaran yang mengakui hak ulayat sebagai hak milik yang bersifat komunal. Hal
ini dapat diwujudkan melalui penerbitan sertipikat hak milik diatas tanah hak ulayat,
sambil memberikan hak pakai kepada individu. Pendekatan ini sesuai dengan
karakteristik desa adat yang mengintegrasikan struktur adat dengan administrasi
pertanahan. Penyelesaian masalah ini memerlukan keterlibatan seluruh pemangku
kepentingan, dengan tetap menghormati norma dan tradisi lokal dalam pendaftaran
tanah di wilayah adat. Mengingat kompleksitasnya, diskusi mendalam dan penelitian
lebih lanjut sangat penting untuk mengatasi tantangan ini secara efektif.

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk
meneliti lebih dalam dan menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul
“ANALISIS PENSERTIPIKATAN TANAH ULAYAT MELALUI
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (STUDI KASUS DI
KABUPATEN PADANG PARIAMAN)”.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka muncul
pertanyaan mengenai bagaimana caranya agar pengakuan tanah ulayat secara formal
melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tidak menyebabkan

beralihnya kepemilikan?



C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana caranya agar pengakuan

tanah ulayat melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tidak

menyebabkan beralihnya kepemilikan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk

mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat diterapkan guna untuk memastikan

bahwa proses pendaftaran tanah ulayat tetap mempertahankan kepemilikan

masyarakat adat, sejalan dengan peraturan hukum serta nilai-nilai adat yang berlaku

di Sumatera Barat.

Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini pembagian manfaat dibagi menjadi 2 (dua), yang terdiri

dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu:

1.

Manfaat teoritis, yakni penulis berharap penelitian ini dapat menjadi bahan
bacaan dan referensi bagi pihak yang memiliki kepentingan di bidang hukum
agraria, hukum adat, dan hukum pendaftaran tanah. Selain itu, hasil penelitian
ini juga dapat digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang
pertanahan, khususnya terkait pensertipikatan tanah ulayat melalui Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Manfaat praktis, yakni penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi
Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan di Sumatera Barat dalam
merancang kebijakan pendaftaran tanah ulayat melalui Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap (PTSL) agar tidak terdampak pada peralihan kepemilikan.
Sementara itu, bagi masyarakat adat Minangkabau, penelitian ini diharapkan
dapat membantu masyarakat adat dalam memahami prosedur pendaftaran tanah
ulayat sehingga hak komunal tetap terlindungi. Terakhir, bagi akademisi dan
praktisi hukum, penelitian ini dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut terkait
aspek hukum dan sosial mengenai perlindungan tanah ulayat terhadap program

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).



BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dalam Bab sebelumnya, dapat
disimpulkan bahwa pengakuan tanah ulayat secara formal melalui Program
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Padang Pariaman
menghasilkan dua bentuk pelaksanaan. Pertama tanah ulayat didaftarkan secara
komunal atas nama masyarakat hukum adat atau kaum, sesuai dengan prinsip
pengakuan dan perlindungan hak komunal sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional (ATR/KaBPN) Nomor 14 Tahun 2024. Kedua terdapat
pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat yang dilakukan atas dasar pelepasan dari
Masyarakat Hukum Adat (MHA) untuk menetapkan subjek dan bagian hak secara
internal, yang dalam beberapa kasus menyebabkan perubahan bentuk penguasaan
kepemilikan dari komunal menjadi individual/perseorangan.

Perubahan tersebut berpotensi melemahkan kekuasaan komunal masyarakat
hukum adat atas tanah ulayat dan dapat membuka peluang terjadinya peralihan hak
kepada pihak luar kaum. Hal ini terjadi karena hak perseorangan yang timbul dari hasil
pembagian dapat dialihkan melalui mekanisme jual beli atau pemindahan hak lainnya
tanpa pengawasan adat. Fenomena ini bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang
Pokok Agraria yang mengakui hak ulayat sepanjang masih ada dalam kenyataan dan
tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Selain itu, menurut ketentuan Pasal
53 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional (ATR/KaBPN) Nomor 14 Tahun 2024 dan Pasal 4 ayat (2) Perda Sumatera
Barat Nomor 7 Tahun 2018, tanah ulayat semestinya didaftarkan atas nama masyarakat
hukum adat atau kelompok anggota kaum, bukan atas nama individu, kecuali jika
terdapat hasil musyawarah adat yang sah dan dituangkan secara formal dalam
dokumen seperti APHB, yang disahkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan

disetujui oleh seluruh anggota kaum.
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Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya
maka peniliti memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendaftaran tanah ulayat di Kabupaten Padang Pariaman telah dilakukan melalui
dua bentuk pelaksanaan. Pertama, pendaftaran dilakukan secara komunal atas
nama kaum, yang tidak mengubah status kepemilikan komunal. Kedua,
pendaftaran dilakukan dengan pembagian hak melalui Akta Pembagian Hak
Bersama (APHB), yang mengakibatkan peralihan status menjadi kepemilikan
individual.

2. Proses pendaftaran tanah ulayat melalui program PTSL pada umumnya telah
mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya
terkait tahapan verifikasi, validasi data fisik dan yuridis, serta pelibatan
masyarakat hukum adat dan lembaga adat dalam setiap tahap pelaksanaan.

3. Penentuan subyek hak atas tanah ulayat dalam program PTSL telah mengacu pada
ketentuan regulasi, namun dalam praktiknya masih ditemukan variasi bentuk
kepemilikan antara komunal dan individual. Variasi ini bergantung pada hasil
musyawarah internal kaum serta penggunaan dokumen legal formal, seperti Akta
Pembagian Hak Bersama (APHB) yang disahkan oleh Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT).

B. Saran
Oleh karena itu, agar pengakuan formal melalui program PTSL tidak

menyebabkan peralithan hak yang bertentangan dengan prinsip komunalitas,
diperlukan integrasi antara mekanisme hukum nasional dengan pranata adat
Minangkabau yang masih hidup dan dihormati oleh masyarakat setempat. Pelaksanaan
PTSL terhadap tanah ulayat harus tetap berlandaskan pada prinsip musyawarah,
pengawasan kelembagaan adat, serta pencantuman hak komunal secara eksplisit dalam
sertipikat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 53 Peraturan Menteri Agraria dan
Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/KaBPN) Nomor 14 Tahun 2024.
Untuk mencegah agar pengakuan tanah ulayat melalui program PTSL tidak
menyebabkan beralihnya kepemilikan kepada pihak luar kaum atau non-kaum, maka
perlu adanya langkah-langkah preventif dan korektif yang berbasis pada regulasi dan
nilai-nilai adat, antara lain:
1. Kantor Pertanahan mengusulkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala

Badan Pertanahan Nasional (ATR/KaBPN) untuk secara eksplisit menetapkan

117



Kerapatan Adat Nagari (KAN), kaum, dan nagari sebagai subyek hak milik atas
tanah ulayat dalam pelaksanaan program PTSL. Penetapan ini bertujuan untuk
menghindari konflik kepemilikan dan memastikan kejelasan status hukum tanah
adat secara komunal.

. Kantor Pertanahan dan pihak terkait perlu memastikan pelaksanaan PTSL sudah
berjalan sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/KaBPN) Nomor 14 Tahun 2024.
Meskipun tahapan pelaksanaan PTSL secara prosedural telah dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan, namun penetapan subyek hak atas tanah
ulayat dalam beberapa kasus masih belum sesuai dengan ketentuan yang
mewajibkan pencantuman nama masyarakat hukum adat sebagai subyek hak
komunal.

. Pemerintah Daerah diharapkan menyusun dan menetapkan regulasi teknis yang
yang secara tegas melarang pemecahan hak atas tanah ulayat menjadi hak milik
perorangan. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga prinsip komunalitas dalam
kepemilikan tanah adat serta mencegah terjadinya individualisasi hak yang dapat
melemahkan kedudukan masyarakat hukum adat.

. Lembaga adat, khususnya Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan mamak kepala
waris, perlu berperan aktif dalam melakukan pengawasan pasca-sertipikasi tanah
ulayat. Pengawasan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa tanah ulayat
yang telah didaftarkan tidak dialihkan kepada pihak luar kaum dan tidak
dimanfaatkan secara individual yang bertentangan dengan nilai-nilai adat. Untuk
meningkatkan mekanisme pengawasan secara berjenjang dan partisipatif agar
pengendalian atas pemanfaatan dan peralihan tanah ulayat menjadi lebih efektif
serta tetap sejalan dengan prinsip perlindungan hak komunal masyarakat hukum

adat.
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